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ABSTRAK  : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) 

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Satu Data Indoensia Tingkat Kabupaten 

Pemalang. 

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950;  UU No. 16 Tahun 1997; 

UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 

2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 

Tahun 2014; PP No. 51 Tahun 1999; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 71 

Tahun 2019; Perpres No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 39 Tahun 2019; Permendagri No. 70 

Tahun 2019; Permen PPN No. 17 Tahun 2020; Peraturan BPS No. 5 Tahun 2020; Perda No. 

13 Tahun 2016. 

 

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat 

Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam 

pengaturannya. Perbup ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data 

yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi dan pengendalian pembangunan di Daerah. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam 

meuwujudkan Pengelolaan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Pemalang adalah 

mengintegrasikan pengelolaan Data yang berasal dari berbagai sumber Data yang relevan 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Satau Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang 

harus dilakukan berdasarkan prinsip yaitu Data harus memenuhi Standar Data, Data harus 

memiliki Metadata, Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas Data dan Data harus 

menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk. Penyelenggara Satu Data Indonesia 

dilaksanakan oleh Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data. 

Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui 

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang. Penyelengaraan Satu Data 

Indonesia terdiri atas Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data dan 

Penyebarluasan Data. Badan hukum publik dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan 

Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Pemalang. 

CATATAN : -  Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 25 Juni  2021 

  - Terdiri atas 34 Pasal. 

  - Nota kesepahaman, peijanjian kerja sama, dan /atau dokumen sura  pernyataan antar 

Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan /atau pemanfaatan Data 

yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan 

mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun 

terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini 

  - Kebijakan Daerah dan semua peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai tata 

kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini 

  - Kebijakan Daerah dan semua peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai tata 

kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan 

ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan 

Bupati ini diundangkan. 

  

  

 


